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KORUPSI TANAH HOTEL PLAGO, JAKSA PERIKSA PEJABAT DAN 

MANTAN PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI NTT 

 

 

https://infopertama.com 

 

PENATIMOR, KUPANG - Penyidik Pidsus Kejati NTT memeriksa sejumlah 

saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pemanfaatan aset tanah Pemprov NTT seluas 

31.670 m² di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai 

Barat, yang di atasnya dibangun Hotel Plago. Kasi Penkum Kejati NTT, Agung Raka, 

SH.,MH., mengatakan, pemeriksaan para saksi untuk melengkapi berkas perkara ketiga 

tersangka yang sudah ditahan di Rutan Kupang dan Lapas Perempuan Kupang.  

Ketiga tersangka adalah Lydia Chrisanty Sunaryo selaku Direktur PT Sarana 

Wisata Internusa, Thelma D.S. Bana selaku Kabid Pemanfaatan Aset (Pengguna Barang), 

dan Heri Pranyoto sebagai Direktur PT Sarana Wisata Internusa. Penetapan tersangka 

dilakukan setelah tim penyidik menerima hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP 

Perwakilan NTT, dengan total kerugian negara sebesar Rp8.522.752.021,08. 

Kasus ini bermula pada tahun 2012, dimana Kementerian Pariwisata, Seni dan 

Budaya menghibahkan dua bidang tanah milik Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya 

Provinsi NTT kepada Gubernur NTT dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 

3/Gorontalo/2012 seluas 17.286 m² dan Nomor 4/Gorontalo/2012 seluas 14.384m² di 

Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 2014, Pemprov NTT 

mengadakan PKS BGS tanpa melalui tender kepada PT Sarana Investama Manggabar 

Nomor: HK 530 tahun 2014, Nomor: 04/SIM/Dirut/V/14 tentang pembangunan hotel dan 

fasilitas pendukung lainnya diatas tanah milik Pemprov NTT seluas 31.670 m² di 
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Kabupaten Manggarai Barat, dengan syarat-syarat pihak I memberikan tanah seluas 

31.670 m² kepada pihak II, dan merekomendasikan pemberian HGB kepada pihak II. 

Kemudian, jangka waktu kerja sama selama 25 tahun terhitung sejak tanggal beroperasi. 

Kontribusi diberikan oleh pihak II kepada pihak I sebesar Rp255.000.000,00 setiap tahun 

berjalan. Dan pihak II dapat menjaminkan HGB untuk suatu hutang pihak II pada salah 

satu bank/lembaga keuangan lainnya atas persetujuan dari pihak I. Nilai kontribusi 

sebesar Rp255 juta, setiap tahun ditentukan oleh Imanuel Kara dan Thelma D.S. Bana 

yang seharusnya dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh gubernur dengan melibatkan tim 

penilai aset atau appraisal. 

Setelah perjanjian ditandatangani, pada tahun 2016 ditindaklanjuti oleh para 

pihak, yaitu pihak I Pemprov NTT mengajukan permohonan hak pengelolaan (HPL) atas 

tanah tersebut ke BPN Manggarai Barat dan terbitlah Sertifikat Nomor 00002/Gorontalo 

tanggal 22 April 2016 atas nama Pemprov NTT, selanjutnya diserahkan kepada pihak II 

PT SIM untuk pengurusan HGB. Pihak II PT SIM mengajukan IMB ke Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Manggarai Barat, dan terbitnya IMB Nomor: 

BPMPP.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 atas nama Heri Pranyoto, 

SE.AK., PT SIM untuk membangun sarana wisata terpadu atau taman rekreasi dan wisata 

publik. Berdasarkan PKS Nomor HK530 tanggal 23 Mei 2014, Lydia Chrisanty Sunaryo 

dan Heri Pranyoto dibantu Jantje Tuwera yang merupakan mantan Kepala BPN NTT, 

mengusulkan penerbitan IMB atas nama PT SIM. 

Kepala BPN Manggarai Barat saat itu I Gusti Made Anom Kaler atas risalah 

pemeriksaan yang dibuat oleh Budi Sidik Raharjo dan Caitano Soares, menerbitkan IMB 

selama 30 tahun, bukan 25 tahun sesuai masa berlaku BGS. Setelah menerima IMB, pada 

Januari 2021, PT SIM membangun hotel, bukan dalam bentuk sarana wisata terpadu 

(taman rekreasi) dan wisata publik sesuai IMB yang diterima. Hal tersebut terjadi karena 

pengajuan IMB tidak dilampiri gambar rencana arsitek/gambar struktur dan perhitungan 

struktur untuk bangunan bertingkat yang lengkap dan sah. Kemudian, pada tahun 2021 

terdapat temuan tim auditor BPK bahwa nilai kontribusi kerja sama tersebut sangat 

rendah, sehingga disarankan untuk melakukan revisi terhadap perjanjian tersebut, namun 

tidak ada tanggapan dari PT SIM. Pada akhirnya, Pemprov NTT melakukan pemutusan 

hubungan kerja, namun HGB dan IMB masih atas nama PT SIM. 

 

Sumber berita: 

1. https://regional.kompas.com/read/2023/08/01/133520678/kasus-hotel-plago-di-

labuan-bajo-kejati-ntt-tetapkan-2-tersangka, 01 Agustus 2023;  

2. https://penatimor.com/2023/08/korupsi-tanah-hotel-plago-jaksa-periksa-pejabat-dan-

mantan-pejabat-pemprov-ntt, 03 Agustus 2023; 

https://regional.kompas.com/read/2023/08/01/133520678/kasus-hotel-plago-di-labuan-bajo-kejati-ntt-tetapkan-2-tersangka
https://regional.kompas.com/read/2023/08/01/133520678/kasus-hotel-plago-di-labuan-bajo-kejati-ntt-tetapkan-2-tersangka
https://penatimor.com/2023/08/korupsi-tanah-hotel-plago-jaksa-periksa-pejabat-dan-mantan-pejabat-pemprov-ntt
https://penatimor.com/2023/08/korupsi-tanah-hotel-plago-jaksa-periksa-pejabat-dan-mantan-pejabat-pemprov-ntt
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Catatan : 

Ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam UU 

31/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 30/2001 dalam Pasal 2 bahwa, 

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah)”. Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan 

tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.1 Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa, “setiap orang 

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).2 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan 

pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui saat manfaat 

ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk 

dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a) Berwujud; b) 

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat 

diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap 

akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 

dan/atau pada saat penguasaannya berpindah; dan saat pengakuan aset akan lebih dapat 

diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan 

dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan 

kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara 

hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 
2 Ibid, Pasal 3 



Subbagian  Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 
 

terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah 

terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.3  

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.4 Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau 

pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti 

kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja 

perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa 

dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan 

terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.5 Hibah dari Pemerintah kepada 

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan 

hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah dapat berbentuk uang, 

barang, dan/atau jasa. Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah.6 

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.7 BPK bertugas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 

yang mengelola keuangan negara.8 

 

Catatan Akhir :  

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik 

formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian 

keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. 

                                                           
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

pada Lampiran I.08 
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 
5 Ibid, Pasal 59 
6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.07/2012 
7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2 
8 Ibid, Pasal 6 ayat (1) 


